
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA            

TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI E 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 9 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANJARNEGARA, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti 

hasil klarifikasi  Gubernur Jawa Tengah 
tanggal 10 Juni 2013 Nomor 
180/010010 perihal Hasil Klarifikasi 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara, sehingga Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana Daerah perlu 
untuk diubah; 
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  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

    

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara  Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa  Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 

  4.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 
tentang   Pengumpulan Uang Atau 
Barang Oleh Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1961 
Nomor 214, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
2273); 
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  5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  6.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

  7.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

  8.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967); 
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  9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

  10.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

  11.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 
(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
1980 tentang Pelaksanaan 
Pengumpulan Sumbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3175); 
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  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
1988 tentang Koordinasi Kegiatan 
Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3733); 

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2008  tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4828); 

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2008 tentang Pendanaan dan 
Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4829); 
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  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2008 tentang Peran Serta Lembaga 
Internasional dan Lembaga Asing Non 
Pemerintah Dalam Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4830; 

  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

  20.  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4858); 

  21.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 
2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

  22.  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana; 

  23.  Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 
2008 tentang Pengesahan ASEAN 
Agreement On Disaster Management And 
Emergency Response (Persetujuan 
ASEAN mengenai Penanggulangan 
Bencana dan Penanganan Darurat); 
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  24.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana Di Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 26); 

  25.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 40); 

  26.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Banjarnegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 106); 

  27.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Banjarnegara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
63); 
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  28.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 5 Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 156); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA 
  

dan 
 

BUPATI BANJARNEGARA  
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2013 
TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENANGGULANGAN  BENCANA DAERAH. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 156) diubah sebagai 
berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 5 

 
Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah. 

 
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 33 
 

(1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan 
menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang 
dapat menimbulkan bencana. 

(2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan 

analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang 
serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi 
bencana. 
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3. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 

Pasal 47 
 

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c 
dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang 

timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui 
upaya : 
a. pencarian dan penyelamatan korban; 
b. pertolongan darurat; dan 
c. evakuasi korban. 

 
4. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 81 
 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 18 
ayat (2) dan ayat (3),  Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelanggaran. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara. 
 

Ditetapkan di Banjarnegara 

pada tanggal 6-2-2014 
BUPATI BANJARNEGARA, 

Cap ttd, 

SUTEDJO SLAMET UTOMO 

 
 
 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI E 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si 
Pembina  

NIP. 19721030 199703 1 003 
 

 
 
 
 
 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 6-2-2014 
SEKRETARIS DAERAH, 

Cap ttd, 

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
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PENJELASAN 

 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

NOMOR 9 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
 

I. UMUM 
Bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah 

yang secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis 
termasuk daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh 
faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. 
Bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya 
penanggulangan secara sistematis, terencana, terkoordinasi, 
terpadu, cepat dan tepat yang ditujukan untuk memberikan 
perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana 
serta menjamin terselenggaranya penanganan bencana mulai 
dari prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah dibentuk 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
Daerah. Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah 
diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana 
dinyatakan dalam suratnya Nomor 180/010010 tanggal 10 
Juni 2013 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara, dengan klarifikasi pada Pasal 5, 
Pasal 33, Pasal 47 dan Pasal 81. 
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Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa 
Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
Daerah. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 Pasal I 

  Pasal 5 
   Ketentuan ini disesuaikan dengan wewenang dan 

tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 
menyelenggarakan urusan di bidang 
penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana. 

  Pasal 33 
   Ayat (1) 
    Cukup jelas. 
   Ayat (2) 
    Ketentuan ini disesuaikan dengan ketentuan 

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Bencana. 

  Pasal 47 
   Perubahan dilakukan terkait dengan penunjukan 

Pasal yang berkenaan yang tidak tepat. 
  Pasal 81 
   Ayat (1) 
    Perubahan Pasal dilakukan untuk disesuaikan 

dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) jo. Lampiran II 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) yang 
mengamanatkan bahwa rumusan ketentuan 
pidana harus menyebutkan secara tegas norma 
larangan atau norma perintah yang dilanggar 
dengan menyebutkan Pasal atau beberapa 
Pasal yang memuat norma tersebut. 

   Ayat (2) 
    Cukup jelas. 
 Pasal II 
  Cukup jelas. 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 184 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BAGIAN TU 
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